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ABSTRACT. The partnership program is one solution in conflict resolution on state forest land use by the
commUnity. The aim of research to explain the trials of forestry partnership program in Forest Management
Unit XIV Gedong Wani. The research approach was conducted qualitatively, where in-depth interviews,
participant observation, focus group discussion and document study were conducted for data collection.
The results showed that there are two forms of partnership trial that developed, where is a partnership
with Agroforests Park and poultry farm group. The supporting factors of implementation of the partnership
between KPH Unit XIV Gedong Wani and KTH Agroforests Park were stakeholder involvement and a
high level of members trust to the management; while the inhibiting factor were their members obey the
rules and interventions by NGOs Manunggal Wana Bakti against management. The supporting factors of
implementation of the partnership between KPH Unit XIV Gedong Wani and poultry farm group were the
involvement of the association of poultry farm entrepreneurs and the awareness level of poultry farm; while
the inhibiting factor were limitations of informations, officers, and the effort by Forest Management Unit XIV
Gedong Wani. Coaching and mentoring efforts should be undertaken by officers with special expertise in their
fields; so it is expected to increase the capacity of the commUnity.

Keywords: farmers group; forestry partnerships; Forest Management Unit (KPH); conflict; access

ABSTRAK. Program kemitraan merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian konflik pemanfaatan lahan
hutan negara oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan uji coba program kemitraan kehutanan
di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif,
dimana wawancara mendalam, observasi partisipan, focus group discussion dan studi dokumen dalam
pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk uji coba kemitraan yang
dikembangkan yaitu kemitraan dengan kelompok tani hutan Agroforest Park dan peternak ayam. Faktor
pendukung pelaksanaan uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan KTH Agroforest Park
adalah adanya keterlibatan stakeholderterkait dan tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus;
sementara faktor penghambatnya adalah adanya anggota yang tidak patuh terhadap aturan dan intervensi
oleh LSM Manunggal Wana Bakti terhadap pengurus. Faktor pendukung uji coba kemitraan antara KPH Unit
XIV Gedong Wani dan peternak ayam adalah adanya keterlibatan asosiasi pengusaha industri ayam ras
dan tingkat kesadaran peternak; sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan informasi, petugas
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serta upaya yang dilakukan pihak KPH Unit XIV Gedong Wani. Upaya pembinaan dan pendampingan perlu
dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya; sehingga diharapkan mampu

meningkatkan kapasitas masyarakat.

Kata kunci: kelompok tani, kemitraan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), konflik, akses.

Penulis untuk korespondensi, surel : m.saipurr@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sekitar 4,50 juta hektar lahan hutan mengalami
deforestasi selama 2009-2013; serta sebanyak
1,13 juta hektar hutan alam mengalami kehancuran
yang luar biasa setiap tahunnya di Indonesia
(FWI 2014). Konflik pemanfaatan lahan hutan dan
kelembagaan kehutanan yang lemah diakibatkan
oleh lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan
2012).
berbagai pihak yang terlibat tidak dapat dihindarkan

(Susan, Konflik kepentingan di antara
(Gritten et al. 2009), karena setiap pihak memiliki
tujuan dan kepentingan yang berbeda sehingga
dapat mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan hutan (Maryudi et al., 2015). Kajian
Febryano et al. (2015) memperlihatkan sumberdaya
hutan mengalami degradasi dan masyarakat
lokal menjadi marjinal akibat ketidakadilan dalam

pemanfaatan sumberdaya.

Perubahan perilaku yang positif, berdasarkan
studi Fisher et al. (2003), dapat didorong melalui
pengelolaan konflik yang baik, sehingga kekerasan
dapat dibatasi dan dihindari. Pernyataan tersebut
didukung juga oleh Yasmi (2013) yang menyatakan
bahwa konflik pada umumnya berdampak negatif,
tetapi dapat juga berdampak positif misalnya dapat
menyebabkan aksi kolektif di tingkat masyarakat
dan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan
untuk memperjelas hak kepemilikan. Wulandari
(2010) berpendapat bahwa konflik dapat dihindari
dengan meningkatkan persepsi masyarakat melalui
perluasan lahan garapan. Perluasan lahan garapan
hanya dapat dilakukan pada areal yang tidak dikelola
dengan baik. Menurut Kaskoyo et al. (2014) konflik
penggunaan lahan hutan negara dapat diminimalkan
dengan meningkatkan

partisipasi masyarakat

lokal melalui pemberian insentif. Kaskoyo et al.

(2017) juga beropini bahwa masyarakat lokal dapat
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memberi pengaruh atau dampak positif terhadap
kondisi hutan negara.

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) dapat menjadi solusi strategis karena,
menurut Sylviani (2014), hutan dapat dikelola sesuai
karakteristiknya karena pembentukannya mampu
menjamin penguasaan kawasan dan memberikan
kesempatan untuk para pihak. Ichsan dan Febryano
(2015) menyatakan bahwa hak akses masyarakat
dalam bentuk pengembangan program kemitraan
dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat,
seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman
rakyat, telah tercakup dalam dokumen perencanaan
KPH. Suprapto (2014) menjelaskan bagaimana
skema kemitraan dapat membangun partisipasi
aktif dari
dengan pendapat Ros-Tonen et al. (2008) bahwa

masyarakat setempat. Hal ini sejalan

kemitraan antara berbagai pihak dibutuhkan untuk
menciptakan tata kelola hutan yang lestari, serta
mendorong keterlibatan masyarakat lokal.

Kemitraan diharapkan dapat mengakomodir
kepentingan antara KPH dan masyarakat selaku
penggarap yang tertuang di dalam naskah kerja
sama kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan
yang meliputi pola-pola kerjasama, aturan main serta
sanksi-sanksi harus melibatkan kedua belah pihak
di dalam penyusunannya, sehingga diharapkan
setelah terbentuknya kemitraan tersebut tidak ada
pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai
dengan harapan kedua belah pihak. Apabila hak
dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlaksana
dengan baik sesuai kesepakatan, maka hubungan
kemitraan yang terbangun akan berlanjut dan
menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka
waktu panjang. Oleh karena itu tujuan penelitian
ini untuk mengkaji uji coba program kemitraan
kehutanan di KPH Unit XIV Gedong Wani.
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METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di areal kelola KPH
Unit XIV Gedong Wani meliputi tiga resort (Resort
Kandis, Resort Katibung dan Resort Sekampung
Ulu) yang terletak di Provinsi Lampung dari Juli 2016
- Januari 2017. Pendekatan penelitian dilakukan
secara kualitatif. Wawancara mendalam, observasi
partisipan, focus group discussion dan studi
dokumen merupakan metode yang dilakukan dalam
pengumpulan data. Wawancara mendalam dilakukan
terhadap KPH Unit XIV Gedong Wani (5 orang),
anggota dan pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH)
(12 orang), pemilik dan pengurus peternakan ayam
(5 orang), Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (3
orang), dan kepala desa serta tokoh masyarakat (10
orang). Analisis secara deskriptif kualitatif kemudian
dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan.

SLAETE R R LEf ik

Gambar 1 Peta Kawasan KPH Unit XIV Gedong Wani

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah KPH Unit XIV Gedong Wani

Sebagian besar kawasan hutan diwilayah
Provinsi Lampung telah ditunjuk sebagai kawasan
hutan sejak jaman Belanda. Pada awalnya lokasi
areal kerja UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani terdiri
dari KHP Way Ketibung | Register 5 (berdasarkan
Besluit Resident Lampung District No. 308 tanggal
31 Maret 1941), KHP Way Ketibung Il Register 35
(berdasarkan Besluit Resident Lampung District
No. 99 tanggal 7 Februari 1933), KHP Way Kibang
Register 37 (berdasarkan Besluit Resident Lampung
District No. 311  tanggal 31 Maret 1941), dan KHP
Gedong Wani Register 40 (berdasarkan Besluit
Resident Lampung District No. 372 tanggal 12 Juni
1937).

Adanya pengurangan luas kawasan hutan di
Provinsi Lampung khususnya areal kelola KPH
Unit XIV Gedong Wani akibat adanya pelepasan
kawasan untuk masyarakat. KPHP Gedong Wani
(2015) menyatakan pelepasan kawasan khususnya
berada di wilayah Hutan Produksi (Register 5,
Register 35, Register 37 dan Register 40) ditindak
lanjuti dengan pembuatan sertifikat tanah oleh
Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi
Lampung. Di dalam pelaksanaannya, BPN tidak
melibatkan pihak kehutanan sehingga terdapat
penyertifikatan tanah dalam kawasan hutan KPH
Unit XIV Gedong Wani yang tidak dilepaskan.

Di dalam areal KPH Unit XIV Gedong Wani,
terdapat hak pengusahaan Hutan Tanam Industri
(HTI) antara tahun 1996 — 2011 seluas + 41.210 ha.
Hak pengusahaan HTI tersebut telah dicabut sesuai
dengan adanya keputusan Menteri Kehutanan
No. SK. 248 /Menhut-Il/ 2011 tentang Pencabutan
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh
PT Dharma Hutan Lestari (KPHP Gedong Wani,
2015). Agustiono (2014) menjelaskan pada saat
pengelolan hutan yang dilaksanakan oleh PT
Dharma Hutan Lestari tingkat okupasi lahan yang
dilakukan oleh masyarakat sangat tinggi sehingga
perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan
operasionalnya.
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Sampai saat ini tingkat okupasi oleh masyarakat
mencapai 100% dari total luas areal kelola KPH Unit
XIV Gedong Wani seluas 30.243 ha. Hal tersebut
dapat dilihat dari perubahan tutupan lahan yang
meliputi belukar (1,02%), perkebunan (0,91%),
pertanian lahan kering (70,6%), kebun campuran
(12,8%), lahan terbuka (6,79%), pemukiman
(7,60%), dan pabrik (0,28%). Jumlah penduduk
berada di dalam areal kelola KPH Unit XIV Gedong
Wani sebanyak 19.183 kepala keluarga yang
tersebar di 38 desa (KPHP Gedong Wani, 2015).

Lemahnya pengawasan hutan di Provinsi
& Hakim (2014)
disebabkan tidak adanya pemangku kawasan

Lampung menurut Sylviani
hutan. Penetapan wilayah KPH Unit XIV Gedong
Wani berdasarkan SK Menhut No.427/Menhut-
[1/2011 berstatus hutan produksi KPHP Gedong
Wani (Unit XVI). Pasca penetapan Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 sesuai peraturan Gubernur
Lampung No. 3 tahun 2017 Tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Daerah Provinsi Lampung terjadi perubahan
nama menjadi KPH Unit XIV Gedong Wani.

Pembentukan KPH Unit XIV Gedong Wani

diharapkan dapat menjadi Unit pengelolaan
kawasan hutan di tingkat tapak dan bertanggung
hutan.

jawab dalam mengelola sumberdaya

Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya

hutan harus memperhatikan keberadaan
masyarakat di dalam kawasan untuk menghindari
timbulnya konflik. Salah satu cara untuk mengatasi
konflik dengan masyarakat maka pemerintah

mengeluarkan kebijakan pembangunan Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) dengan dasar Permenhut
No.P.55/Menhut-11/2011.  Namun, pengembangan
HTR di KPH Unit XIV Gedong Wani tidak berjalan
baik karena proses penerbitan perizinnan yang
tidak jelas dan membutuhkan waktu yang cukup
panjang. Menghadapi kondisi tersebut KPH Unit XIV
Gedong Wani membangun kemitraan kehutanan
dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan

sumberdaya hutan.
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Program Kemitraan di KPH Unit XIV Gedong
Wani

Program kemitraan di KPH Unit XIV Gedong
Wani didasari oleh Undang-undang No. 41 tahun
1999 tentang Kehutanan, PP No.6 tahun 2007 jo
No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan, Permenhut No.P.39/Menhut-11/2013 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui
Kemitraan Kehutanan, Permenhut No.P.42/Menhut-
11/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu
yang Berasal dari Hutan Tanaman Hutan Produksi,
Permenhut No.P.55/Menhut-11/2014 tentang Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan, Permenhut
No.P.57/Menhut-11/2014
Pembinaan Kelompok Tani Hutan, Permenhut No.
P.14/Menhut-11/2015 tentang Tata cara Pemberian
liin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura
pada Hutan Produksi dan Permenlhk No.P.83/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
Perhutanan Sosial. Pembagian hasil mengacu pada
Permenhut No.P.52/Menhut-11/2014 tentang Tata
cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi
Nilai Tegakan (GRNT) dan Penggantian Nilai
Tegakan (PNT) serta Permenhut No. P.68 /Menhut-
11/2014 tentang Penetapan Harga Patokan untuk

Perhitungan PSDH, GRNT dan PNT.

KPH Unit XIV Gedong Wani melaksanakan
uji coba kemitraan dengan kelompok tani hutan

tentang Pedoman

tentang

(KTH) dan peternak ayam yang berada di wilayah
kelolanya. Maksud dan tujuan uji coba tersebut
adalah dalam rangka proses pembelajaran dan
pembinaan pemberdayaan masyarakat sekitar
hutan, memberikan akses kepada masyarakat
guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan
penggunaan kawasan hutan agar terwujudnya
lestari

pengelolaan hutan serta meningkatkan

penerimaan negara.
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Kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong
Wani dengan Kelompok Tani

Pelaksanaan uji coba kemitraan antara
KPH Unit XIV Gedong Wani dan KTH Agroforest
Park dilaksanakan pada tanggal 11 November
2015.Uji coba tersebut difasilitasi oleh program
kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP)
Wilayah VI Bandar Lampung, berupa pembuatan
demplot pengembangan usaha hutan untuk
pangan dan energi pada areal seluas 10 ha.
Penanaman dilakukan dengan pola agroforestry
yang mengkombinasikan tanaman padi darat
jenis sertani, jenis kayu-kayuan (Jati gaharu dan
cempaka) dan MPTS (durian, alpukat dan petai).
Uji coba kemitraan dilakukan selama satu tahun
dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara
KPH Unit XIV Gedong Wani dan KTH Agroforest
Park. KTH Agroforest Park yang didirikan pada
tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah
Republik Indonesia No. 53/BH/X.I/111.08/X11/2014
tentang Pengesahan Koperasi Agroforest Park.
KTH Agroforest Park terdiri dari 37 orang anggota
dengan lokasi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati
Agung Kabupaten Lampung Selatan dan total luas

areal kelola 29 ha.

Hak KPH Unit XIV Gedong Wani
menerima pembayaran PSDH dan menerima

yaitu

laporan atas pelaksanaan kegiatan demplot untuk
pengembangan usaha hutan untuk pangan dan
energi. Kewajiban KPH Unit XIV Gedong Wani
adalah mempersiapkan administrasi, melakukan
pembinaan, pengamanan, monitoring  dan
evaluasi serta menyediakan benih dan bibit dalam
pelaksanaan uji coba kemitraan tersebut. Hak
KTH Agroforest Park yakni menerima pembinaan
oleh pihak KPH Unit XIV Gedong Wani. Kewajiban
KTH Agroforest Park yaitu menyiapkan lahan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan tanaman,
membuat dan melaporkan hasil kegiatan demplot

serta membayar kewajiban dalam pembagian hasil.

Pembagian hasil antara KPH Unit XIV Gedong
Wani dan KTH Agroforest Park yakni untuk tanaman
padi darat sebesar hasil panen setelah dikurangi

modal dan PSDH adalah 25 % untuk KPH Unit
XIV Gedong Wani dan 75% untuk KTH Agroforest
Park. Sedangkan untuk tanaman kayuan/ MPTS
sebesar hasil panen setelah dikurangi modal dan
PSDH yakni 75% untuk KPH Unit XIV Gedong
Wani dan 25% untuk KTH Agroforest Park. Hasil
produksi tanaman padi pada uji coba kemitraan
tersebut menghasilkan 20 ton gabah kering dan
sudah dilakukan pembayaran PSDH. Untuk jenis
tanaman kayu-kayuan belum dilakasanakan karna
sampai saat ini tanaman tersebut belum memasuki
masa tebang.

Faktor pendukung uji coba kemitraan di atas
yakni; adanya keterlibatan stakeholder terkait dan
kepercayaan anggota terhadap pengurus KTH
Agroforest Park. Keterlibatan beberapa pihak dalam
pelaksanaan pengembangan uji coba kemitaan
dengan KTH Agroforest Park sangat membantu
dalam implementasi di lapangan. Pihak yang terlibat
dalam uji coba kemitraan tersebut yakni; tim pakar
pendamping dari
Wilayah VI Bandar Lampung, Balai Pengelolaan

Universitas Lampung, BPHP

Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Lampung dan
penyuluh kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
Tingkat kepercayaan oleh anggota kepada pengurus
KTH Agroforest Park terlihat sangat tinggi. Anggota
KTH Agroforest Park menyatakan bahwa pengurus
merupakan pihak yang menjadi perpanjangan
tangan yang dapat mewakili anggota serta sudah
terbukti pengalamannya dalam setiap kegiatan

yang pernah dilakukan.

Faktor penghambat dalam uji coba kemitraan
tersebut yakni; adanya anggota KTH yang tidak
patuh terhadap aturan dan intervensi terhadap
pengurus KTH Agroforest Park yang dilakukan
oleh LSM Manunggal Wana Bakti. Bentuk tidak
patuhnya beberapa anggota ditunjukan dengan
menghindar dan menolak uji coba kemitraan yang
dilaksanakan pada lahan garapannya, sedangkan
bentuk intervensi yang dilakukan oleh ketua LSM
Manunggal Wana Bakti dilakukan secara langsung
dan tidak langsung. Upaya yang dilakukan secara
tidak langsung adalah melakukan pengacaman
terhadap keamanan ketua KTH yang dianggap
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sudah melakukan kesalahan dengan mendirikan
koperasi KTH Agrofoerst Park di dalam areal kelola
LSM Manunggal Wana Bakti.
Sedangkan ancaman tidak langsung melalui surat
resmi pada tanggal 10 November 2015 No. 019/XI/
HKPPSDAI/2015. Isi surat yang disampaikan bahwa
Ketua KTH sudah melakukan penarikan uang

garapan anggota

kepada setiap anggota KTH sebesar Rp.1.900.000,-
, telah melakukan permohonan bantuan dana
Rp. 50.000.000,-
LHK atas kepentingan pribadi dengan pemalsuan

sebesar kepada kementrian
dokumen berupa cap. Tindak lanjut yang dilakukan
KPH memanggil dan memprosesnya, namun ketua
KTH bersumpah tidak pernah melakukan tuduhan
tersebut dan siap untuk diproses secara hukum.

Kemitraan KPH Unit XIV Gedong Wani
dengan Peternak Ayam

Penandatangan perjanjian uji coba kerjasama
kemitraan kehutanan antara KPH Unit XIV Gedong
Wani dengan peternak ayam dilaksanakan pada
tanggal 24 Maret 2016. Peternak yang terlibat dalam
uji coba tersebut sebanyak lima orang dengan total
luas lahan 29,52 ha. Ada dua jenis usaha ternak
ayam yang dikembangkan, yakni: ayam pedaging
dan ayam petelur. Kerjasama di atas berlaku dalam
jangka waktu dua tahun dapat diperpanjang sesuai
kesepakatan para pihak.

Hak KPH Unit XIV Gedong Wani yaitu menerima
pembayaran PSDH dan iuran penggunaan kawasan
hutan, menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan
usaha ternak dan menerima dukungan operasional
bagi KPH yang tidak mengikat. Kewajiban KPH
Unit XIV Gedong Wani adalah mempersiapkan
administrasi, melakukan pembinaan, pengamanan
serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan uiji
coba kemitraan. Hak peternak ayam yakni mengelola
usaha ternak ayam yang dimitrakan dan menerima
pembinaan oleh pihak KPH Unit XIV Gedong
Wani. Kewajiban peternak ayam yaitu melibatkan
masyarakat sekitar sebagai pekerja, membuat serta
melaporkan hasil kegiatan ternak dan penanaman
jenis kayu-kayuan di lokasi peternakan.
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Pembagian hasil antara KPH Unit XIV Gedong
Wani dan peternak ayam yakni Rp. 3.000.000,-
per hektar setiap tahunnya, dibayarkan peternak
kepada pihak KPH Unit XIV Gedong Wani dana
tersebut selanjutnya di setor sebagai PSDH sebesar
Rp. 1.000.000,-,
kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Rp.
1.000.000,- dan biaya oprasionalisasi KPH Unit XIV
Gedong Wani sebesar Rp. 1.000.000,-. Namun,
untuk pengelolaan hasil hutan kayunya adalah 75%
untuk peternak dan 25% untuk pihak KPH Unit XIV
Gedong Wani setelah dikurangi PSDH.

iuran penggunaan kawasan

Faktor pendukung uji coba kemitraan di atas
adalah; adanya keterlibatan Asosiasi Pengusaha
Industri Ayam Ras (PINTAR) dan tingkat kesadaran
pelaku ternak. Keterlibatan PINTAR dalam uji coba
tersebut yaitu memfasilitasi pertemuan antara
peternak  dan pihak KPH; serta memberikan
keyakinan dan kepastian kepada anggotanya
dalam upaya pengembangan uji coba kemitraan
tersebut. Peternak yang berpartisifasi dalam uji
coba kemitraan telah menyadari bahwa lahan
yang mereka usahakan merupakan lahan KPH
Unit XIV Gedong Wani; walaupun mereka dulunya
membeli dari masyarakat dibuktikan dengan Surat

Keterangan Tanah (SKT).

Faktor penghambat uji coba kemitraan ini
adalah keterbatasan informasi pihak KPH Unit
XIV Gedong Wani
yang berusaha di wilayahnya. Peternak terkesan

mengenai peternak ayam
menghindari petugas KPH Unit XIV Gedong Wani
yang berkunjung ke lokasi usahanya; akibatnya
koordinasi yang dilakukan membutuhkan waktu
yang panjang. Selainitu, upaya yang dilakukan pihak
KPH Unit XIV Gedong Wani masih dirasakan kurang
serta keterbatasan petugas dalam pembinaan dan
pendamping lapang yang memiliki keahlian khusus
dalam bidang ternak.

SIMPULAN

Pengembangan uji coba program kemitraan di
KPH Unit XIV Gedong Wani dilaksanakan dengan
Kelompok Tani Hutan (KTH) Agroforest Park dan
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peternak ayam. Faktor pendukung pelaksanaan
uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong
Wani dan KTH Agroforest Park adanya keterlibatan
stakeholderterkaitdantingginyatingkatkepercayaan
anggota terhadap pengurus KTH Agroforest Park;
sementara faktor penghambatnya yakni: adanya
anggota KTH yang tidak patuh terhadap aturan
dan intervensi terhadap pengurus KTH Agroforest
Park yang dilakukan oleh LSM Manunggal Wana
Bakti. Faktor pendukung uji coba kemitraan antara
KPH Unit XIV Gedong Wani dan peternak ayam
adalah adanya keterlibatan Asosiasi Pengusaha
Industri Ayam Ras dan tingkat kesadaran pelaku
ternak; sedangkan faktor penghambatnya yakni:
keterbatasan informasi, petugas serta upaya
yang dilakukan pihak KPH Unit XIV Gedong
Wani masih dirasakan kurang. Upaya pembinaan
dan pendampingan oleh KPH Unit XIV Gedong
Wani dalam uji coba kemitraan kehutanan perlu
dioptimalkan; sehingga meningkatkan kapasitas
KTH dan peternak ayam terutama petugas yang
memiliki keahlian khusus dalam bidang pertanian
dan peternakan.
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